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i 

ABSTRAK 

 

MEKANISME PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN 

BIOSKOP DI KOTA PEKANBARU 

Oleh: Wenny Novisya Rahmi 

 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2018 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak 

Hiburan menyatakan aturan pokok tentang penentuan tarif Pajak Hiburan Bioskop 

Sampai dengan Rp. 75.000 sebesar 10 % – diatas Rp. 75.000 sebesar 15 % dari 

omset yang wajib dibayar setiap bulannya. Tujuan penulisan tugas akhir ini untuk 

mengetahui Mekanisme Penetapan dan Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop, 

Kendala yang timbul dari Penetapan dan Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop 

serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan untuk 

mengetahui Kontribusi Pajak Hiburan Bioskop bagi Pendapatan Asli Daerah Kota 

Pekanbaru. Dalam Penulisan tugas akhir ini mengunakan metode deskriptis. 

Pengumpulan data yang digunakan yaitu interview dan dokumentasi di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan 

salah satu pegawai Pajak Hiburan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

yaitu Mekanisme Penetapan dan Pembayar Pajak Hiburan Bioskop telah sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2018 tentang Pajak 

Hiburan dan Kontribusi Pajak Hiburan Bioskop terhadap Pendapatan Asli Daerah 

masih tergolong kecil. 

  

Kata kunci: Pajak Hiburan Bioskop 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 

Januari 2001, menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber 

penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka 

penyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif 

penerimaan daerah, Undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan juga Undang-

undang tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli 

Dearah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. 

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan 

retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan 

retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber 

penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di daerah.  

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom dalam mengurus 

kepentingan masyarakat setempat sendiri sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku. Pada dasarnya, pelaksanaan otonomi daerah merupakan implikasi 

diadakannya kebijakan desentralisasi oleh pemerintah pusat. Pemberian 

kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui 
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otonomi daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pengendalian, dan evaluasi. 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan adanya suatu unsur-unsur 

pendukung, seperti ketersediaan dana daerah yang memadai. Ketersediaan dana 

tersebut di gunakan untuk mendukung otonomi daerah guna dilakukan demi 

mewujudkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional. 

Menurut Waluyo dan Ilyas, “Pembangunan nasional dilaksanakan secara 

berkelanjutan serta berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.” Dengan demikian, diketahui bahwa pembangunan ekonomi 

daerah dapat terwujud melalui penggalian, pengelolaan, serta optimalisasi 

sumber-sumber keuangan pada daerah.  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat 

potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam 

menyelengarakan roda pemerintah. Upaya pemerintah ini diwujudkan dengan 

kebijakan desentralisasi pengelolaan daerah yang dijalankan oleh pemerintah 

daerah yang disebut otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri dapat memacu 

pemerintah daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang 

dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya 

otonomi daerah tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

pokok-pokok pemerintahan daerah (Anwar. 2010: 32). Adapun sumber- sumber 

pendapatan Asli daerah terdiri atas: Pendapatan pajak Daerah, Pendapatan 
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Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba BUMN dan Investasi lainnya,  Lain- 

lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Menurut Siahaan (2010:11), Berbagai alternatif sumber penerimaan yang 

mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang   pemerintah daerah menetapkan 

pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal 

dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah 

dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola 

dan menggunakan sumber- sumber daya alam serta potensipotensi lain yang 

terdapat di daerahnya masing- masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan 

pendapatan Asli daerah (PAD), serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah 

dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan 

kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu 

membiayai rumah tangganya sendiri. Pendapatan daerah dapat berasal dari 

pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari 

pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah 

lainnya yang sah. 

 Pajak yang nantinya akan dipungut oleh Pemerintah Daerah akan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu modal 

dasar pemerintah untuk mendanai pembangunan serta memenuhi anggaran belanja 

daerah, juga mengurangi ketergantungannya dari pemerintah pusat (Suparmoko, 

2010:55). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah 
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Daerah menetapakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerahnya. Di hal tersebut 

Pemerintah Daerah mengelola jenis Pajak Dearah seperti: Pajak Provinsi dan 

Pajak Kabupaten/Kota. 

Purwanto (2004), menjelaskan bahwa pajak hiburan adalah salah satu 

pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pajak hiburan dapat 

menjadi sumber pendanaan Pemerintah Daerah guna mendukung kesinambungan 

Kota Pekanbaru. Seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial budaya 

masyarakat yang semakin kritis dan mengarah lebih maju, baik dalam bidang 

informasi teknologi dan khususnya industri yang berhubungan erat dengan 

hiburan akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak hiburan yang 

nantinya penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

daerah dan menunjang kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan yang lebih 

baik. Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sendiri terdapat beberapa 

jenis Pajak Hiburan yang di pungut seperti : Tontonan film, Pengelaran kesenian, 

tari, dan/atau busana, Kontes kecantikan, binaraga, pameran, dan sejenisnya, 

Diskotik, karaoke, klab malam, pub, disco bar,  Sirkus, acrobat, dan sulap,  

Permainan bilyar, bowling, futsal, Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan 

permainan ketangkasan, Panti pijat, dan mandi uap/spa,  Pusat kebugaran (fitness 

center), Refleksi, Pertandingan olahraga. 

Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah 

yang menjadikan Pendapatan Asli Dearah untuk meningkatkan kemandirian 

daerahnya. Besarnya Pendapatan Asli Dearah menunjukan baiknya tingkat 
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perekonomian pada daerah tersebut. Dari data yang diperoleh di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat taeget dan realisasi penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015-2018. 

Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Pekanbaru 

Tahun 2015-2018 

No  Tahun  Target  Realisasi  Persentase 

 1 2015 25.556.645.366 9.925.072.086 38,84 % 

 2 2016 16.465.974.378 10.715.986.471 65,08 % 

 3 2017 13.339.290.996 13.365.151.883 100,19 % 

 4 2018 16.507.149.194 16.422.789.255 99,49 % 

Sumber : Badan Pendapatan Dearah Kota Pekanbaru (2020) 

Tabel 1.1 terlihat bahwa Realisasi Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru  untuk 

Tahun 2015-2016 dan Tahun 2018 tidak mencapai Target meskipun Realisasi 

Pajak Hiburan nya selalu naik, dan di Tahun 2017 Realisasi nya melebih target 

yang telah di tetapkan meskipun kenaikannya hanya sedikit. 

Tabel 1.2 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bioskop Kota Pekanbaru 

Tahun 2015-2018 

No  Tahun  Target  

(Rp) 

Realisasi  

(Rp) 

Persentase  

(%) 

 1 2015 7.230.368.201 4.410.272.945 61,00 % 

 2 2016 4.988.200.792 5.325.705.911 106,77 % 

 3 2017 4.087.862.488 6.446.730.668 157,70 % 

 4 2018 10.330.451.988 9.843.257.458 95,28 % 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2020) 

Tabel 1.2 terlihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Bioskop 

tahun 2015-2018 terjadi naik turun setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa 

kesadaran Wajib Pajak Bioskop dalam melaporkan dan membayar Pajak Hiburan 

Bioskop dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah  Kota Pekanbaru. 
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Tabel 1.3 : Jumlah Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

No  Tahun  Jumlah Bioskop 

1 2015 2 

2 2016 3 

3 2017 4 

4 2018 4 

5 2019 6 

6 2020 14 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanabaru (2020) 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

penulisan dalam pelaksanaan Tugas Akhir yang merupakan syarat kelulusan dari 

Program D3  Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada penelitian ini, fokus 

kajian yang akan diteliti terkait pajak hiburan jenis Bioskop yang lebih spesifik ke 

„‟MEKANISME PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN 

BIOSKOP DIKOTA PEKANBARU SERTA KONTRIBUSINYA BAGI 

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU‟‟. Dasar hukum 

Pemungutan Pajak Hiburan jenis Bioskop ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana mekanisme penetapan dan pembayaran pajak hiburan Bioskop 

di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru? 

2. Bagaimana kontribusi penetapatan dan pembayaran pajak hiburan Bioskop 

bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru? 



    

 
 

7 

3. Apa saja kendala dalam penetapan dan pembayaran pajak hiburan jenis 

Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru? 

4. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul tersebut ? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1   Tujuan Penelitian  

1.  Untuk mengetahui mekanisme penetapan dan pembayaran pajak 

hiburan jenis bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru. 

2.  Untuk mengetahui kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah 

Kota Pekanbaru 

3.  Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam perhitungan dan 

pembayaran pajak hiburan jenis Bioskop di Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru. 

1.3.2   Manfaat Penelitian 

1.  Dengan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada 

wajib pajak, khususnya wajib pajak hiburan dalam hal ini adalah 

perusahaan – perusahaan yang bergerak dibidang hiburan. 

2.  Dengan adanya penelitian ini, sekiranya dapat bermanfaat bagi 

penulis untuk menambah wawasan dibidang perpajakan.  

3.  Sebagai bahan referensi, masukan dan informasi untuk peneliti 

yang melakukan penelitian pada permasalahan yang sama. 
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1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai No. 81, Kec. Sukajadi, Kel. Pulau 

Karam, Pulau Karam, Sukajadi, Kota Pekanbaru. 

1.4.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan 

Maret 2020. 

1.4.3 Jenis Data  

1. Menurut (Sugiyono 2012: 139) menjelaskan Data Primer adalah 

data di dapatkan langsung di lapangan oleh penulis. Data Primer 

yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada 

pegada 

2. Menurut (Uma Sekaran 2011: 176) Data Sekunder adalah data 

yang diperoleh dari sumber yang telah ada, berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh 

peneliti melainkan diperoleh melalui beberapa dokumen yang 

sudah tersedia. Data tersebut dalam bentuk catatan, buku-buku dan 

sebagainya. 

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi adalah pengamatan secara langsung di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berhubungan langsung 

dengan kepada permasalahan yang akan diteliti penulis. 
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2. Interview (wawancara) ialah penulis melakukan tanya jawab tentang 

masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai 

Pajak Hiburan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanabaru. 

Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan 

responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. (P. Joko Subagya, 

2011: 39) 

 Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015: 329) yaitu suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data ataua informasi dalam bentuk buku, 

arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta 

keterangan yang dapat mendukung penulisan Tugas Akhir ini. 

1.4.5 Analisis Data 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu 

mengolah data-data yang telah di dapat dan membandingkan masalah teori 

dan praktek dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

 

1.5   Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa 

yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan 

Tugas Akhir ini penulis menyusun yang dijabarkan pada bab-bab berikut ini: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian,manfaat penelitian, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data dan sistematis penulisan. 
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BAB II :  GAMBARAN UMUM 

  Bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau gambaran 

umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kemudian 

menjelasakan uraian tugas, serta struktur organisasi unit kerja Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK 

  Bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, pajak daerah, pajak 

hiburan, pajak bioskop, objek pajak bioskop, subjek pajak bioskop, 

dasar hukum, tarif pajak bioskop, dan hasil dari observasi, interview 

dan dokumentasi. 

BAB IV :  PENUTUP 

  Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

ditemukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kemudian 

memberikan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAEARAH 

KOTA PEKANBARU 

 

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

2.1.1  Sejarah Kantor 

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya 

disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan 

Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 

tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada 

tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kota madya Daerah 

Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi 

pada saat itu adalah sebagai berikut: 

a.  Kepala Dinas 

b.  Seksi Tata Usaha 

c.  Seksi Pajak dan Retribusi 

d.  Seksi IPEDA 

e.  Seksi Operasi/Penagihan 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kota madya Daerah Tingkat II, 

diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan 
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Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah 

Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

a.  Kepala Dinas; 

b.  Seksi Tata Usaha; 

c.  Seksi Pajak dan Retribusi; 

d.  Seksi IPEDA; 

e.  Seksi Operasi/Penagihan. 

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 50 

tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah 

Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 

2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 

tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang 

pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan 

Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan 

susunan organisasi sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas; 

2. Wakil Kepala Dinas; 

3. Bagian Tata Usaha; 

4. Sub Dinas Program;  

5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan; 

6. Sub Dinas Penagihan ; 

7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain; 

8. Sub Dinas Bagi hasil Pendapatan ; 

9. Kelompok Fungsional. 
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2.2  Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Kota Pekanbaru 

Adapun yang menjadi visi dan misi Kantor Badan Pendapatan Kota 

Pekanbaru sebagai berikut : 

2.2.1  Visi 

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib 

administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran 

serta masyarakat”. 

2.2.2  Misi 

1. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan 

Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan 

Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang 

dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.  

2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan 

pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi 

yang tersedia. 

3. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam 

usaha peningkatan Pendapatan.  

4. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas 

pelayanan di Bidang Pendapatan.  

5. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber 

Pendapatan Daerah. 
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2.3 Struktur Organisasi kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

A.  

B.  

 

 

C.  

 

 

D.  

E.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru 

Sumber : Badan Pendapatan Dearah Kota Pekanbaru (2019) 
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2.4  Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin dan 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, 

Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan pencapaian tujuan organisasi, Melakukan pembinaan terhadap unit 

pelaksanaan teknis, Penyusunan rencana program dibidang pendapatan, 

Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala dinas 

dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor. 

2. Sekretariat Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin 

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, 

pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, 

penyususnan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan 

dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas 

melaksanakan analisa/ kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan 

sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan 

atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan 

sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam 

melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari: 

a.  Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, Sub 

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam 

data, penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, 

monitoring.  
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b.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, 

pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, 

penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta 

kehumasan 

c.  Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan.  

3.  Bidang Pendataan dan Penetapan Bidang pendataan dan penetapan 

dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan 

dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala 

Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan 

analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan 

penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah, 

dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari : 

a.  Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran; 

b.  Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan; 

c.  Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan. 
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4.  Bidang Penagihan Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan 

retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan dan lain-

lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam 

melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan 

sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan tugas dibantu 

oleh Kepala Seksi yang terdiri dari : 

a.  Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah; 

b.  Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah;  

c.  Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.  

5.  Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan. Bidang Pembukuan dan 

Pertimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, 

pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi 

pelaporan dan penerimaan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan 

fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang 

diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun 
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terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk 

dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan 

tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :  

a.  Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

b.  Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain. 

6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Menyusun rencana dan 

menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan 

Asli Daerah Lainya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya 

serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pajak 

Retribusi dan Pendapatan Lain-lain. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan 

keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud 

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

1. Mekanisme Penetapan dan Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 atas Perubahan Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. 

2. Masih terjadinya kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak dalam pelaporan 

omset/penghasilannya. 

3. Kontribusi Pajak Hiburan Bioskop bagi Pendapatan Asli Daerah Kota 

Pekanabru masih sangat kecil dalam penerimaannya. 

4.2  Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

terdapat beberapa saran yang dapatdisampaikan oleh penulis, antara lain: 

1. Untuk bidang Pajak Hiburan berdasarkan yang telah dibahas di atas, maka 

harus meningkatkan lagi kinerjanya yang berkaitan dalam pembayaran dan 

penindakan  terhadap Wajib Pajak, sehingga tidak terjadi lagi kecurangan 

dalam pelaporan omset/penghasilan Wajib Pajak. 

2. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diharapkan selalu 

memperhatikan perkembangan peneriman Pajak Hiburan khususnya 
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3. Bioskop setiap tahunnya agar mencapai target yang telah ditetapkan serta 

dapat meningkatkan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah. 
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PERTANYAAN PENELITIAN  

 

1. Bagaimana mekanisme penetapan pajak hiburan bioskop di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru? 

2. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak hiburan bioskop di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru? 

3. Apa saja kendala/masalah yang timbul dari penetapan dan pembayaran 

pajak hiburan bioskop tersebut? 

4. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah/ Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru dalam mengatasi kendala/masalah tersebut? 

5. Bagaimana kontribusi pajak hiburan bioskop bagi Pendapatan Asli Daerah? 

6. Berapa target dan realisasi pajak hiburan bioskop pada tahun 2015-2018? 

7. Berapa target dan realisasi pajak dari tahun 2015-2018? 

8. Bagaimana cara menghitung kontribusi setiap tahunnya? 

9. Siapa saja nama Wajib Pajak bioskop di Kota Pekanbaru? 

10. Peraturan Daerah nomor berapa yang digunakan Badan Pendapatan daerah 

Kota Pekanbaru dalam pelaksaan pemungutan pajak hiburan, khususnya 

pajak bioskop? 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

TARGET DAN REALISASI PAJAK BIOSKOP 

TAHUN 2015-2018 

 

 
 

 

 

 

 



    

 
 

 



    

 
 

TONTONAN / 

BIOSKOP 

   

1 BIOSKOP 

CINEMAX  

0077709.09.01 JL. SOEKARNO 
HATTA 

MALL LIVING 
WORD 

LANTAI 3 

FEBYONA 

 

2 CINEMA 
SHINE 

0077712.11.01 JL. KO. PEMUDA 
CITY 

WALK B-35 

PEKANBARU 

WILSON 

LESMANA 

3 BIOSKOP XXI 
(CIPUTRA 
SERAYA) 

0043332.03.01 JL. RIAU MAL 
CIPUTRA 

LT. IV 
PEKANBARU 

HARRIS 

LASMANA 

4 CINEMA SKA 
XXI 

0076365.08.07 JL. SOEKARNO 
HATTA 

PEKANBARU 

FEBYONA 

5 PT. GRAHA 
LAYAR 

PRIMA, TBK ( 
CGV 

CINEMA ) 

0076395.11.02 JL. SOEKARNO 

HATTA, 
TRANSMART 

LT.1 FF-1 PKU 

BERNARD 

KENT 

SONDAKH 

6 V BOX 0062474.08.07 KOMP. RUKO 
SKA 

BLOK H NO. 118 

PEKANBARU 

CARTER ALAM 

WIJAYA 

7 DISCONE 0069366.08.07 KOMP. RUKO 
SKA 

BLOK G NO. 89 

PEKANBARU 

ANDI 
DESEMBER 

8 JAVA DISC 
MALL 

SKA 

0069367.08.07 KOMP. RUKO 
SKA 

BLOK D NO. 47 

PEKANBARU 

ANDI 
DESEMBER 



    

 
 

9 DISC TERIA 0070266.08.07 JL. H. R. 
SOEBRANTAS 

PEKANBARU 

ANDI 
DESEMBER 

10 TOP CINEMA 0068854.11.04 JL. RIAU KOMP. 
RBC 

BLOK D-3 
PEKANBARU 

WILSON 

LESMANA 

11 BIOSKOP 
HOLIDAY 

88 CGV 

0080443.00.00 JL. SULTAN 
SYARIF 

QASIM NO.120 

HARDI 
UTOMO 

12 BIOSKOP 
STUDIO 

88 CGV 

0080430.00.00 JL. PEPAYA CITRA 

PLAZA 
PEKANBARU 

HARDI 
UTOMO 

13 M BOX 0065805.08.01 JL. SM. AMIN NO. 
89 

PEKANBARU 

HENDRI 

14 PAPER DISC 0081196.02.09 JL. HR. 
SOEBRANTAS - 

KOMP MTC 
GIANT 

ANDI 
DESEMBER 
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